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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses penyelesaian suatu perkara pidana dimulai sejak terjadinya
perbuatan pidana', atas laporan korban atau pengaduan, tertangkap tangan atau pihak
penyidik mengetahui sendiri dari media masa. Adapun tindakan aparat penegak
hukum dalam hal ini kepolisian berupa penyelidik dan penyidik adalah melakukan
serangkaian kegiatan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) dalam bentuk
indentifikasi dengan berita acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan
penahaﬁan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung
sangkaan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka pelaku tindak pidana’.

. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidik oleh kepolisian, maka berkas
perkara tersangka dan barang bukti tersebut diserahkan kepada kejaksaan untuk
diteliti sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Apabila hasil penelitian
Jaksa terhadap berkas perkara tersebut dianggap sudah lengkap, maka selanjutnya
Jaksa akan melimpahkan berkas perkara tersebut ke Pengadilan dengan disertai surat

dakwaan untuk selanjutnya diperiksa dan diadili dalam suatu sidang Pengadilan.

. ) 'Perbuatan pid.ana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,larangan mana
dlscrt.m ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana.Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Him. 54

i 81 *Syarifuddin Pettanase, dan Ansorie Sabuan, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, 2000,
m..




Penyelenggaraan peradilan pidana’® merupakan mekanisme bekerjanya
aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan,
penangkapan, penahanan, penuﬁtutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan
kata lain, bekerjanya polisi, jaksa, hakim, dan petugas lembaga pemasyarakatan yang
berarti pula berprosesnya atau bekerjanya Hukum Acara Pidana.

Dalam lingkungan bekerjanya sistem peradilan pidana yang didukung oleh
sub sistem kepolisian, sub sistem kejaksaan dan sub sistem pengadilan, maka
kejaksaan menduduki fungsi sentral, betapa pentingnya kejaksaan dalam menempati
posisi tersebut, dapat dilihat fungsi seorang Jaksa Penuntut Umum berwenang
| mengadakan prapenuntutan’, dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas
perkaré yang diterima dari penyidik untuk mengetahui apakah telah memenuhi
kelengkapan formil dan material. Dalam hubungan tersebut, jaksa penuntut umum
memberikan petunjuk kepada penyidik, dengan maksud agar berkas perkara hasil
penyidikan dari penyidik tersebut memenuhi persyaratan penuntutan’®, karena dari
hasil penyidikan, Jaksa Penuntut Umum akan membuat atau menyusun surat

dakwaan, atau dengan kata lain hasil penyelidikan tersebut merupakan dasar dalam

*Penyelenggaraan Peradilan Pidana merupakan sistem yang didalamnya terdiri dari unsur-
unsur yang saling berhubungan satu sama lain secara fungsional .Lihat Sarifuddin Pettanase, Ansorie
Sabuan, Hukum Acara Pidana, Unsri, Palembang, Tahun 2000 Him. 1

‘Istilah Prapenuntutan tidak ditemui dalam KUHAP secara eksplisit, ditentukan dalam pasal
110 Ayat 2 dan pasal 138 ayat 2 KUHAP. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana
Indonesia.Ghalia Indonesia. Jakarta. 1983, Him. 159

) ’Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke
pengadilan ngeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
dengfxn _permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Wirjono
Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, Jakarta. Ichtiar Baru, 1974, Him.34




S

penyusunan suatu surat dakwaan, yang pada gilirannya surat dakwaan merupakan
dasar penuntutan pidana bagi jaksa penuntut umum, merupakan dasar pembelaan bagi
terdakwa/penasehat hukum dan pada akhimya dasar bagi hakim dalam menjatuhkan
putusan dalam persidangan perkara pidana.

Pasal 137 KUHAP® Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan
terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hukumnya dengan
melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.

Dilihat dari ketentuan KUHAP tersebut yang berwenang melakukan
penuntutan adalah Penuntut Umum, kewenangan penuntutan adalah Jaksa Penuntut
Umum selayaknya dibarengi dengan kemampuan secara teknis menyusun surat
dakwaan secara cermat, terukur dan terperinci dari aspek formal suatu surat dakwaan
seperti indentitas, nomor surat, pekerjaan dan lain-lain, dipihak lain tidak kalah
penting mengenai sustansi ataupun materi surat dakwaan.

Pentingnya surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam
suatu proses peradilan pidana yang merupakan dasar suatu pemeriksaan persidangan
di pengadilan dan sekaligus merupakan dasar suatu pemeriksaan dalam peradilan dan
sekaligus merupakan dasar yang memberikan batasan-batasan dalam penuntutan dan
putusan oleh hakim, mengingat fungsinya yang sangat penting yang tidak saja untuk
penuntut umum dan hakim, surat dakwaan harus mencerminkan dan memberikan

perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terdakwa juga kepastian dari korban

SR. Soenarto Soerodibroto, Kitab Undang:Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang
Undang Acara Pidana, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003




tindak pidana dan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan atau pemanfaatan
serta penafsiran yang berbeda-beda di antara penegak hukum jika selaku penuntut
umum, terdakwa melalui penasehat hukumnya serta hakim dipihak lainnya karena
ketentuan mengenai surat dakwaan dalam KUHAP tidak ada diatur dengan jelas
mengenai batasan-batasan tertentu terhadap surat dakwaan tersebut secara terperinci.
Dalam sistem peradilan pidana, Pengadilan hanya memeriksa dan
memutuskan perkara pidana atas dasar surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa

Penuntut Umum satu-satunya penjabat yang diberi wewenang oleh undang-undang

untuk berbuat demikian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) butir a dan b

KUHAP yang menyatakan bahwa :

a. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak
sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

b. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk
melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Untuk membuat surat dakwaan, oleh jaksa penuntut umum bukanlah suatu

hal yang mudah, namun harus memenuhi ketentuan dan kriteria yang diatur Pasal 143

ayat 2 KUHAP yaitu penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal

dan di tandatangani serta berisi :

a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan,

tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;



b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan
dengan menyebut waktu tempat tindak pidana itu dilakukan.

Secara umum sering pula seorang atau lebih terdakwa melakukan lebih
dari satu perbuatan (delik), dalan hal ini dakwaan disusun secara kumulatif’, artinya
terdakwa (terdakwa-terdakwa) didakwa dua macam perbuatan (delik) sekaligus,
apabila suatu dakwaan secara kumulatif, maka tiap perbuatan (delik) itu harus
dibuktikan sendiri-sendiri pula, walaupun pidananya disesuaikan dengan peraturan
tentang delik gabungan (samenloop). Untuk itu perlu diperhatikan peraturan
gabungan tersebut berdasarkan teori-teorinya dalam menyusun dakwaan.

Banyak istilah yang digunakan untuk menentukan dakwaan tersebut, ada
yang menggunakan istilah dakwaan kumulatif dan ada juga yang menggunakan
istilah dakwaaﬁ berangkai dan sebagaihya. Kesemua istilah tersebut sebenarnya
mé.ksudnya sama yaitu ingin mengembangkan bahwa dalam dakwaan itu terdapat
beberapa tindak pidaﬂa yang didakwakan dan kaseluruhannya harus dibuktikan®.

Secara formil untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan alternatif;,
karena tersusun dari beberapa dakwaan yang secara berlapis, perbedaannya bahwa
dalam dakwaan alternatif hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan,

sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan.

7Andx Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta. Sinar Grafika, 1996, Him. 180.

*Harun M. Husein, "SURAT DAKWAAN" Teknik Penyusunan »fungsi dan Permasalahannya,
Cetakan Ketiga, Jakarta. PT Rineka Cipta. 2005, Hlm. 80



Bentuk dakwaan kumulatif digunakan dalam hubungan dengan apa yang
dinamakan samenloop/concursus atau deelneming, pada pokoknya dakwaan
kumulatif dipergunakan dalam hal menghadapi seseorang yang melakukan suatu
tindak pidana, dakwaan kumulatif dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi.
Dakwaan kumulasi dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam penyertaan melakukan
tindak pidana dan dakwaan kumulatif dalam hal dilakukannya beberapa tindak
pidana.

Dakwaan kumulatif dalam penyertaan, dakwaan tersebut harus dengan
tegas dan jelas dirumuskan:

- Penggabungan/pengumpulan para terdakwa ke dalam suatu dakwaan sebagaimana

. dimaksud Pasal 141 KUHAP;

- Perumusan secara cermat, jelas, lengkap unsur-unsur tindak pidana yang
didakwakan dikaitkan dengan fakta perbuatan para terdakwa yang lengkap
dengan uraian tentang waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;

- Dalam merumuskan tindak pidana yang dilakukan harus terperinci peran para
terdakwa masing-masing atau secara bersama-sama dalam mengajukan tindak
pidana tersebut;

- Pada bagian akhir dakwaan diuraikan terperinci pasal-pasal yang mengatur tindak
pidana dan kualifikasi peran para terdakwa.

Misal dalam penanganan saseorang atau beberapa orang pelaku tindak
pidana kemudian dilakukan penyidikan dengan persangkaan dua pasal atau lebih

yang dipersangkakan terhadap pelaku tindak pidana untuk selanjutnya berkas perkara



yang dibuat penyidik akan diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila berkas
petkara tersebut sudah lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat surat
.dakwaan yang mendakwa terdakwa dua pasal dakwaan atau lebih, kemudian dakwaan

dan berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan oleh jaksa Penuntut Umum untuk

disidangkan
Dalam praktik, banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari

satu crang, akan tetapi penuntutan oleh Jaksa Penuntit Umum dilakukan sendiri, hal
demikian tentunya bertentangan dengan KUHAP yang menghendaki penyelesaian
perkara yang dilaksanakan secara sedefha_rza_. cepst dar: biaya ringan.

Melinat hal demikiar tentunya efekiifitas penuntutan sedikit banyak
terganggu. Oleh karcnanya perlu svatu pengaturan yang lebih baik, permanen dan
memenubhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian. tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
mengadakan suatu penclitian dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS
TENTANG PEMBUATAN SURAT DAKWAAN KUMULATIF BAGI PELAKU

TINDAK PIDANA” (Studi Pada Kejaksaan Negeri Palembang)



B. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut umum dalam melakukan
penyusunan surat dakwaan kumulatif terhadap seseorang atau beberapa orang
yang melakukan dua macam tindak pidana atau lebih?

2. Bagaimanakah bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum
terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana yang

melakukan dua tindak pidana atau lebih?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan urian di atas yang menjadi tujuan melaksanakan penelitian
ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menjelaskan dan memperoleh gambaran mengenai hal-hal apakah yang
menjadi pedoman Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan

terhadap seeseorang atau beberapa orang pelaku tindak pidana yang

melakukan lebih dari dua macam tindak pidana.
2. Untuk menjelaskan tahap teknis dan bentuk surat dakwaan yang dibuat oleh

Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang atau beberapa orang pelaku tindak

pidana yang melakukan lebih dari dua tindak pidana.



D. Manfaat Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri kegunaan secara teoritis dan
kegunaan secara praktis.

1. Secara Teoritis, sebagai bahan pustaka untuk penelitian selanjutnya dan
sebagai upaya pengembangan wawasan pengetahuan hukum dibanding
hukum acara pidana, khususnya mengenai pembuatan surat dakwaan oleh
Jaksa Penuntut Umum;

2. Secara Praktis, sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak-pihak yang
memerlukan, sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Ilmu
Hukum Universitas Sriwijaya dalam .rangka meraih gelar sarjana hukum serta

sebagai pengalaman penulis dalam manyususn suatu penelitian.

E. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini merupakan ruang lingkup hukum
pidana, khususnya hukum acara pidana yang pembahasannya dibatasi mengenai surat
dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seseorang atau beberapa

orang pelaku tindak pidana yang melakukan lebih dari dua tindak pidana.



F. Metode Perelitiaa
Untuk menjawab permasalahan sebagaimana yang telah dikemukakan

terlebih dahulu, maka diperlukan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya, Dalem usaha memperoleh data tersebut dilakukan kegiatan penclitian
yang pelaksaanaannya menggunakan cara-cara teteﬁtu dikenal dengan metode.

Merurut Soerjono Soekanto’, istilah metode mengandung arti “jalan ke”,
tetapi menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan
sebagai berikut :

1. Sustu tipe pemikiraa yang digunakan daiam peneiitian dan penilaian
2. Suatu tehnik vang umwm dagi ilmu pengetahuan
3. Cara tertentu untuk melakukan prosedur.

Sedangkan yang dimnaksud dengan penelitian'o, adalah suatu kegiatan
ilmiah yang berkaitan dengan anahsa dan konstruksi, yang dilakukan secara
metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode
atau cara-cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan

konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka

tertentu .

o 9Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia.
84. Him. 5

Ibid, Him. 42
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Dengan demikian yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu
cara tertentu atau langkah-langkah tertentu yang digunakan untuk memecahkan dan
menganalisis suatu masalah dengan melakukan suatu kegiatan yang terencana
berdasarkan suatu sistem untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari
pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu menggunakan data sekunder sebagai bahan
yang akan dianalisis dalam penelitian berupa kaedah-kaedah hukum, asas-asas
hukum, dan teori-teori hukum, untuk melengkapi data dalam penelitian ini, penulis
melakukan pencarian data primer sebagai data pendukung. Oleh karena itu dalam

penelitian ini akan dilakukan pula pendekatan empiris.

2 Jenis dan Sumber Data
Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis,
yaitu data primer dan data sekunder;
1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dari pihak-
pihak yaitu:
1. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Jaksa Penuntut Umum.
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2. Data Sekunder
1. Bahat hukum primer bersumber dari KUHP dan KUHAP.
2. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku penyusunan surat dakwaan,
buku-buku hukum acara pidana dan karya ilmiah.

3. Bahan hukum tersier bersumber dari internet.

3. Prosedur Pengumpulan Daia
Adapun alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penslitian

ini adalah sdi pusiaka dan studi iepangan. Studi pustaka diiakukarn uamk
mendepatkan daia sekunder, yang dilakukan dengan jalan mempslajari, mepelaah dan
mengutip data dari berbagéi buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dioahas dalam pmeﬁﬁm ini.
Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer, dengan cara
melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian
ini. Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan yang
bersifat garis besarnya saja sebagai pedoman dalam melakukan wawancara,
kemudian pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dikembangkan pada pada saat
wawancara berlangsung. Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam
wawancara adalah :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang

2. Jaksa Penuntut Umum Pada Kejakman Negeri Palembang..
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4. Pengolahan Data

Dari keseluruhan data yang sudah dikumpulkan kemudian diperiksa
kembali dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Apabila
data-data yang diperlukan sudah lengkap dan jelas, kemudian dilakukan pengolahan
data dengan cara menyusun data tersebut ke dalam bentuk kalimat secara sistematis,
jelas dan terinci kemudian diklasifikasikan yang disesuaikan dengan pokok bahasan

dalam rangka penyempurnaan data sehingga memudahkan analisis data.

5. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah diolah, maka kegiatan terakhir yang
dilakukan adalah menganalisis data secara deskriftif kualitatif, yaitu menguraikan
data kedalam bentuk kalimat secara sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh

dari hasil penelitian di lapangan, sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan

dalam menjawab permasalahan dalam penulisan ini.
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